
Selama proses
pemilihan
berlangsung dan

Jangka waktu 30
tahun

JANGKA WAKTU

• Dapat mencapai
efxsiensi penggunaan
anggaran

• Dapat mencapai
efisiensi penggunaan
anggaran

• Mendorong
keberhasilan
pelaksanaan
pembangunan

• Mencegah
penyalahgu-naan dari

pihak yang tidak
bertanggungjawab

• Dapat menjamin
kelan-caran

pengadaan
Barang/Jasa yang
transparan,
akuntabel, dan tepat
waktu

DITUTUP

•  Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hak atas

• Dapat memunculkan

persaingan yang tidak
sehat dalam proses
pengadaan barang/jasa

• Berpotensi

disalahgunakan oleh
orang yang tidak
bertanggungjawab

DIBUKA
KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

• Undang-Undang   Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan   Informasi

• Undang-Undang   Nomor

14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan    Informasi
Publik Pasal 17 huruf a-j

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN

INFORMASI

Dokumen Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah
Tahap  Pemilihan,  terdiri

Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
yang menurut sifatnya
dirahasiakan

Informasi terkait
pengadaan barang/jasa

INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

b.

a.

1.

NO

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 480/ t fl^o>     /15/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan April tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di. Smart Meeting Room pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan
pada tabel di bawah ini:
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Jangka waktu 30
tahun

•  Dapat mencapai
efisiensi penggunaan
anggaran

•  Mendorong
keberhasilan
pelaksanaan
pembangunan

•  Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hak atas
kekayaan intelektual
dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat

• Undang-Undang  Nomor

14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan  Informasi
Publik Pasal 17 huruf b

1) Dokumen Kontrak yang
telah    ditandatangani
beserta       perubahan
kontrak           yang
mengandung  informasi
yang dikecualikan;

Tahap Pelaksanaan, terdiri
dari:

Direktorat           Jendral
Kekayaan     Intelektual
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;

11) Berita Acara Pemberian
Penjelasan;

12) Berita           Acara
Pengumuman Negosiasi;

13) Jawaban Sanggah;
14) Jawaban      Sanggah

Banding;
15) Berita Acara Penetapan

atau      Pengumuman
Penyedia;

16) Laporan Hasil Pemilihan
Penyedia;

17) Kertas  Kerja  Evaluasi
(administrasi,     teknis,
harga dan kualifikasi

18) Laporan Hasil Pemilihan
Penyedia;

19) Surat           Perjanjian
Kemitraan;

20) Surat           Perjanjian
Swakelola.

b.
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Sampai
mendapatkan
keputusan   yang
bersifat  tetap dari
Direktorat Jenderal
Kekayaan
Intelektual
Kementerian

Hukum dan HAM

30 tahun atau
telah dinyatakan
dibuka dalam
sidang yang
terbuka untuk
umum

30 tahun atau
telah dinyatakan
dibuka dalam
sidang yang
terbuka untuk
umum

• Menjaga         hak
pemohon      serta

mejaga    keutuhan
nilai atas obyek yang
dimohon kan perlin-
dungan    kekayaan
intelektualnya

•  Melindungi
kerahasiaan

dokumen dari pihak-
pihak yang tidak
kompeten

• Memperlancar proses
hukum
/penyelidikan/
penyidikan

• Menjaga agar proses
penyusunan
kebijakan tidak
terhambat

• Menjaga informasi
yang menurut UU
lainnya dirahasiakan
dan/atau tidak boleh
diungkap

• Potensi  duplikasi  dan
tidak    terpenuhinya
unsur kerahasiaan yang

menjadi   hak   calon
pemilik      kekayaan
intelektual

•  Dapat disalahgunakan
oleh pihak-pihak
tertentu

• Dapat menghambat
proses Hukum/
penyelidikan/
penyidikan,

• Dapat merugikan proses

penyusunan kebijakan
• Dapat mengungkap

informasi yang menurut

UU lainnya
dirahasiakan/ atau
tidak boleh diungkap

• Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17 huruf b

• Undang-Undang  Nomor

14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan  Informasi
Publik Pasal 17 huruf a
dan huruf i;

• Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17 huruf a,
huruf i, dan huruf j;

Informasi        Dokumen
Permohonan   Pendaftaran
Kekayaan Intelektual

Informasi hasil pengawasan
Aparat Pengawas Internal
Pemerintah

Informasi yang mengungkap
proses penegakan hukum:
•  Berkas perkara PTUN dan

perdata          sebelum
disampaikan         di
persidangan

•  Data    terkait     proses
penyelidikan        dan
penyidikan       tindak
pelanggaran      Perda/
Perkada dan Operasi Non
Yustisi

m.Tempat Kerja Sandi
n. Berita Sandi
o. Hasil    Uji      Keamanan

Sistem

6.

5.

4.





gkat I
99121001

S.STP.. M.Si

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG

SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFASI DAN DOKUMENTASI

Menyetujui,

Kecamatan
Salaman

Sekretaris
Kecamatan

Raditya Adhi10.

Bagian Peng
Barang dan
Setda

Pranata KomputerLilik Setiawan9.

Bagian Huk
Setda

PustakawanNasrul Amin8.

DisdukcapilPranata KomputerAgung Nugroho7.

DiskominfoPit. Sekretaris DinasNoga Nanda Septa6.

DPMPTSPPranata KomputerDany Supriyanto5.

InpektoratPranata KomputerAditiya Hery Adha

Bappeda dan
Litbangda

Perencana Ahli MudaAsep Rahmat3.

BKPPDPranata KomputerAde Apriansyah
Habibulloh

2.

BPPKADKasubag ProgramSarifatul Latifah1.

Tanda
Tangan

Unit KerjaJabatanNamaNo

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan
oleh:
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